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KATA PENGANTAR

ICJR memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang memasukan RUU tentang revisi
UU Narkotika ke dalam prolegnas prioritas. ICIR terus mengingatkan bahwa semangat revisi
UU Narkotika harus dengan pendekatan kesehatan masyarakat dengan jaminan
dekriminalisasi pengguna dan pecandu narkotika. Sudah saatnya untuk mengubah strategi
dalam menangani masalah narkotika. Masalah akses narkotika adalah masalah kesehatan,
kebijakan narkotika harus berbasis kesehatan masyarakat.

Penelitian yang disusun oleh ICJR ini menguraikan latar belakang dan sejumlah persoalan
kunci dari tata kelola kebijakan narkotika. Penelitian ini melakukan kajian terhadap kerangka
normatif tentang aturan yang berlaku mengenai kebijakan narkotika di Indonesia, juga
mengkaji praktik kebijakan narkotika untuk mengidentifikasi faktor pendorong penggunaan
pemenjaraan dalam perkara narkotika. Pengkajian mengenai implementasi kebijakan dengan
melihat pada praktik penegakan hukum di beberapa kasus narkotika, termasuk yang
tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan. Serta kajian kepustakaan untuk
membandingkan konsep dan praktik kebijakan narkotika yang diselenggarakan di Indonesia
dengan praktik di beberapa negara.

Penelitian ini memaparkan dua isu awal pentingnya mendorong kebijakan non-pemidanaan
bagi penggunaan narkotika, yaitu pertama, mengenai bahasan tentang model-model
alternatif kebijakan lain untuk penggunaan narkotika sebagai lawan dari pendekatan
pelarangan atau kriminalisasi, yaitu depenalisasi, diversi, dan dekriminalisasi; dan kedua,
mengenai aspek tata kelola narkotika lebih lanjut yaitu regulasi narkotika. Aspek yang paling
memengaruhi diskursus tentang reformasi kebijakan narkotika adalah perspektif HAM
internasional, khususnya mengenai pemenuhan hak atas kesehatan. Melalui dekriminalisasi
dan pembahasan tentang regulasi, pengguna narkotika bisa tetap menjaga kualitas
kehidupannya dengan adanya layanan kesehatan dan menjauhkan mereka dari efek negatif
dari catatan kriminal dan dengan regulasi, negara memastikan peran sentralnya bahwa
seluruh aspek penanaman, produksi, hingga penggunaan narkotika berada dalam
pengawasan negara.

Semoga rekomendasi dalam penelitian ini dapat menjadi langkah awal merespon perubahan
UU Narkotika yang masuk dalam daftar program legislasi nasional priorotas 2021.

Selamat membaca.
Hormat Kami,

Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR



RINGKASAN EKSEKUTIF

Saat ini sistem peradilan pidana Indonesia berhadapan dengan permasalahan kronis
perihal berlebihnya jumlah penghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga
pemasyarakatan (lapas) di hampir seluruh Indonesia (biasa disebut dengan istilah
overcrowding);

Sekalipun jumlah WBP dalam rutan/lapas meningkat terus, namun tidak serta merta
menandakan naiknya angka kejahatan di Indonesia. Sebab, menariknya, tren
kejahatan di Indonesia justru cenderung stabil dari waktu ke waktu. Secara umum,
berdasarkan statistik kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2008 sampai dengan
2017, jenis-jenis kejahatan yang dikategorikan ‘menonjol’ menunjukkan tren stabil
bahkan mengalami penurunan. Yakni kejahatan pencurian dengan pemberatan,
pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan
(BPS, 2018). Sedangkan kejahatan yang pertumbuhannya melesat secara signifikan
pada tahun 2014-2016 (mencapai dua kali lipat) hanyalah perkara narkotika (BPS,
2017). Peningkatan jumlah perkara narkotika yang diselesaikan dalam sistem
peradilan pidana telah membawa 44.922 orang pengguna narkotika ke penjara
(berdasarkan SDP, per Maret 2020 sebelum pengeluaran Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) dengan mekanisme asimilasi dan pembebasan bersyarat
untuk mencegah penyebaran Covid-19). Per Desember 2020, angkanya juga tinggi,
mencapai 35.003 orang pengguna narkotika. Kenaikan jumlah penghuni lapas yang
signifikan, terjadi karena peningkatan jumlah perkara narkotika;

Deklarasi perang terhadap narkotika memberikan kecenderungan dalam peningkatan
anggaran penyelenggaraan kebijakan narkotika, terutama pada anggaran dengan
pendekatan keamanan. Anggaran negara yang diberikan kepada Badan Narkotika
Nasional (BNN) sejak 2005 hingga 2015 terus mengalami peningkatan;

Pendekatan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika membawa beban berat pada
negara, menimbulkan ongkos besar baik finansial maupun non-finansial, dan pada
permasalahan sistem peradilan pidana;

Dominasi elemen punitif melahirkan sejumlah persoalan serius dalam tata kelola
narkotika maupun sistem peradilan pidana Indonesia. Tata kelola narkotika pada
prinsipnya adalah soal mekanisme kontrol yang jelas terhadap permasalahan
narkotika, bukan dengan narasi penghukuman yang menumbuhsuburkan pasar gelap,
dan tidak memberikan intervensi kesehatan pada pengguna dan pecandu narkotika;



e Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika 2009)
telah mengatur upaya penjaminan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkotika
yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 103. Namun,
rehabilitasi tersebut bersifat wajib—bila dilihat dari kacamata hak asasi manusia bukanlah
konsep rehabilitasi yang ideal, sebab kebijakan narkotika Indonesia masih mengatur
pemidanaan bagi pecandu dan penyalah guna narkotika;

e Pasal tentang penguasaan, kepemilikan, dan jual beli narkotika dengan rumusan yang sangat
karet, secara pasti memungkinkan penegak hukum menjerat semua bentuk penggunaan dan
penguasaan narkotika dengan tuduhan “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” atau
“menyediakan” narkotika ataupun unsur “membeli” dan “menerima” narkotika. Sebab,
pengguna dan pecandu narkotika pasti terikat perbuatan “menyimpan”, “memiliki”,
“menguasai” ataupun “membeli” narkotika. Pasal karet tersebut memuat ancaman pidana
penjara bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Berdasarkan data BNN, sepanjang 2018,
jumlah pasien rehabilitasi secara nasional yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) dan BNN hanya berjumlah 2.921 pasien (2019). Jumlah ini terbilang kecil jika
dibandingkan dengan tersangka narkotika total yang ditangani oleh Polri dan BNN, yaitu
mencapai 59.533 orang (0,05%);

e Penelusuran lebih jauh menunjukkan bahwa pemenuhan jaminan rehabilitasi bagi pengguna
dan pecandu narkotika justru sulit untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum karena
syarat-syarat dan langkah administrasi yang rumit. Misalnya dalam Peraturan Bersama?,
syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pengguna narkotika untuk mendapat
pemeriksaan kondisi ketergantungannya, antara lain:

- Permohonan asesmen yang harus dibuat maksimal enam hari setelah penangkapan
sesuai dengan Perka BNN No. 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan
Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi ;

- Permohonan harus menyertakan dokumen, paling tidak Berita Acara Pemeriksaan
Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

- Tesurin harus berdasarkan hasil laboratorium yang memakan waktu tiga hari untuk
selesai, padahal proses asesmen hanya dapat dilakukan dengan total enam hari,

- Permohonan asesmen pada praktiknya harus ditandatangani oleh Kapolres
(Ramadhan, 2018).

e Alhasil, jelas lebih mudah bagi penyidik untuk menyangkakan pasal tentang “memiliki”,
“menyimpan”, dan “menguasai”, terhadap seorang pengguna dan pecandu narkotika;

e Kebijakan keras terhadap masalah narkotika erat kaitannya dengan konsep overkriminalisasi
yang dikenal dalam diskursus hukum pidana. Hukum pidana sering diasumsikan sebagai jenis
hukum yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan sosial yang mengemuka di

! Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor 01/PB/MA/I11/2014,
Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun
2014, Nomor PERBER/01/111/2014/BNN (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan
pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika.



masyarakat, termasuk dalam hal ini masalah penggunaan narkotika. Dengan mendasarkan
pada kekuatan efek jera yang dimiliki hukum pidana, perumus kebijakan seolah percaya
bahwa keteraturan sosial bisa dicapai melalui intensifikasi sarana-sarana penal tersebut.
Padahal, hukum pidana memiliki batasan yang harus diperhatikan, Douglas Husak
memandang bahwa ketika sebuah negara memiliki terlalu banyak kejahatan
(overkriminalisasi, yang pada dasarnya adalah menjadikan banyak perbuatan sebagai tindak
pidana), ia akan melahirkan banyak penghukuman. Pada akhirnya, ketika jumlah tindak
pidana dan penghukuman begitu banyak, penegakan hukumnya pun semakin tidak masuk
akal untuk dijalankan. Menurutnya, hukum pidana tetap harus ditempatkan kembali ke
tempat semula sebagai upaya terakhir atau ultima ratio;

Dalam kerangka kebijakan internasional terkait dengan pengendalian terhadap narkotika
sekalipun, konsep kontrol negara dengan cara-cara yang positif dan aktif—tidak hanya
tentang kriminalisasi—sebenarnya telah diperkenalkan. Pasal 36 Konvensi Tunggal
Narkotika 1961, serta Pasal 3 dan 22 Konvensi Psikotropika 1971 sama sekali tidak
menyebutkan bahwa negara-negara wajib untuk mengatur penggunaan dan kepemilikan
narkotika sebagai tindak pidana. Kedua konvensi tersebut menyatakan upaya kontrol ketat
narkotika oleh negara dimungkinkan dengan mekanisme administrasi. Pada
perkembangannya, soal penguasaan dan kepemilikan narkotika adalah mengenai aspek
administrasi, dimana negara mengontrol peredaran narkotika dengan memastikan
pendekatan kesehatan yang digunakan, menyediakan akses obat, dan menjamin keamanan
akses obat tersebut (Global Commission on Drug Policy, 2014);

Pemerintah seyogianya menyusun dan menerapkan tata kelola narkotika yang efektif,
komprehensif, terukur, serta berkelanjutan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme
kontrol yang jelas terhadap permasalahan narkotika, bukan dengan narasi penghukuman
yang menumbuhsuburkan pasar gelap, ataupun legalisasi tanpa kontrol. Kajian ini akan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan narkotika saat ini;

Berdasarkan hasil analisis dalam lintasan sejarah pengaturan narkotika di Indonesia, mulai
dari Staatsblad 1929 Nomor 278 dan Nomor 536, State Gazette 1949 Nomor 149, UU
Narkotika No. 9/1976, UU Narkotika No 22/1997 hingga UU Narkotika 35/2009, memberikan
gambaran besar bahwa tujuan awal pengaturan narkotika adalah soal tata kelola, menjamin
negara mengontrol peredaran narkotika, bukan pelarangan buta, atau berfokus pada
pemidanaan, karena narkotika adalah masalah administrasi;

Penggunaan dan kepemilikan narkotika untuk kepentingan pribadi harusnya
diadministrasikan oleh negara, harus dihindarkan dari pemidanaan;

Kriminalisasi pengguna narkotika justru menjauhkan para pengguna dari akses terhadap
layanan kesehatan dan meningkatkan stigma terhadap pengguna narkotika sebagai kriminal
dan orang yang tidak bermoral (UN General Assembly, A/65/255, 2010);

Pendekatan pelarangan yang telah berjalan selama puluhan tahun gagal mencapai cita-cita
dunia yang bebas dari narkotika. Dalam rentang 10 tahun sejak 1998, PBB mencatat adanya
peningkatan konsumsi narkotika jenis opioid sebesar 34,5%, kokaina 27%, dan ganja 8,5%
secara berturut-turut (Global Commission on Drug Policy, 2011);



Pada 2009-2018, perkiraan jumlah penduduk dunia yang menggunakan narkotika meningkat
dari 210 juta menjadi 269 juta dan angka prevalensi penggunaan narkotika di penduduk usia
dewasa secara global juga meningkat dari 4,8% menjadi 5,4% (UNODC: 2020)

Penegakan hukum pidana selama ini malah menyasar secara masif dan disproporsional para
pelaku tindak pidana narkotika tingkat rendah tanpa kekerasan (non-violent), seperti
penggunaan narkotika atau penguasaan narkotika dalam jumlah kecil yang digunakan untuk
konsumsi pribadi.

Tidak ada bukti yang kuat bahwa penghapusan atau pengurangan hukuman pidana bagi
penggunaan atau penguasaan narkotika secara serta merta menimbulkan peningkatan
dalam angka pengguna narkotika (Eastwood dkk., 2016; Stevens dkk., 2019).

Per Januari 2020, terdapat 29 negara atau 49 yurisdiksi telah mengadopsi dekriminalisasi
dengan berbagai tingkat perbedaan dan efektivitasnya;

Dalam penelitian ini dijelaskan terdapat model-model alternatif kebijakan lain untuk
penggunaan narkotika sebagai lawan dari pendekatan pelarangan atau kriminalisasi, yaitu
depenalisasi, diversi, dan dekriminalisasi;

Depenalisasi dimaknai sebagai pengurangan penggunaan sanksi pidana tanpa mengubah
peraturan hukum yang sudah ada atau membentuk sistem baru sebagai alternatif dari
pemidanaan (Stevens dkk., 2019; Hughes dkk., 2019);

Diversi adalah kebijakan yang tertulis dalam peraturan yang mengikat ataupun tidak tertulis,
dimana otoritas yang berwenang merujuk orang yang berhadapan dengan hukum ke
layanan sosial, edukasi, ataupun kesehatan daripada meneruskan perkaranya melalui sistem
peradilan pidana (Stevens dkk., 2019);

Dekriminalisasi adalah penghapusan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan, dalam hal ini
penggunaan dan penguasaan narkotika untuk kepentingan penggunaan pribadi (Stevens
dkk., 2019). Dekriminalisasi dapat dalam bentuk:

1. Dekriminialisasi disertai sanksi administratif atau perdata;

2. Dekriminalisasi disertai diversi selektif; dan

3. Dekriminalisasi tanpa saksi;

Dekriminalisasi dengan sanksi administratif atau perdata: Penggunaan sanksi administratif
atau perdata memungkinkan negara tetap menghukum perbuatan yang dimaksud sehingga
negara tidak terkesan membiarkan tindakan tersebut tanpa perlu menjatuhkan sanksi
pidana yang merugikan masa depan pengguna narkotika. Pendekatan ini dipraktikkan di
sebagian wilayah Australia, Republik Ceko dan Jamaika. Negara-negara ini menggunakan
perspektif bahwa penggunaan dan penguasaan narkotika seharusnya tidak termasuk
sebagai tindak pidana;

Dekriminalisasi dengan diversi selektif: Penerapan kebijakan ini berlatar belakang pemikiran
bahwa kriminalisasi terhadap pengguna narkotika adalah berbahaya, berbiaya mahal, dan
tidak adil. Selain itu, terdapat kesadaran bahwa sebagian orang menggunakan narkotika
secara berbahaya dan menimbulkan masalah, sementara sebagian orang lain tidak, sehingga
layanan kesehatan hanya akan ditujukan kepada pengguna narkotika yang berisiko tinggi.
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Pendekatan ini diadopsi di negara Portugal dan beberapa negara bagian Amerika Serikat, di
antaranya Maryland dan Nebraska. Dekriminalisasi dengan diversi selektif ini berhasil
menurunkan angka penggunaan narkotika yang rutin maupun yang bermasalah, terbukti
berhasil di Maryland dan Connecticut, Amerika Serikat, dan di Portugal;

Dekriminalisasi tanpa saksi: Hampir serupa dengan latar belakang pemikiran dalam
depenalisasi, model dekriminalisasi tanpa saksi menganggap polisi atau aparat penegak
hukum lain seharusnya tidak mengambil peran sedikit pun dalam merespon penggunaan
atau penguasaan narkotika. Contoh negara yang menggunakan model dekriminalisasi ini
adalah Jerman. Studi terhadap penerapan model dekriminalisasi ini di Jerman
memperlihatkan adanya penurunan beban pada sistem peradilan pidana dan juga
penurunan kasus overdosis dan angka penggunaan narkotika yang bermasalah. Di samping
itu, Jerman juga memiliki angka pengguna narkotika yang lebih rendah daripada negara
Eropa lain;

Melihat kembali kepada perkembangan mengenai ide dekriminalisasi narkotika di atas,
aspek yang paling memengaruhi diskursus yang terjadi adalah perspektif hukum HAM
internasional, khususnya mengenai pemenuhan hak atas kesehatan. Melalui dekriminalisasi,
pengguna narkotika bisa tetap menjaga kualitas kehidupannya dengan adanya layanan
kesehatan dan menjauhkan mereka dari efek negatif dari catatan kriminal;

Lebih lanjut, aspek tata kelola narkotika juga terkait dengan regulasi narkotika. Regulasi
narkotika pada definisi paling luasnya adalah mengatur atau mengelola narkotika melalui
sejumlah regulasi. Walau pelarangan (kriminalisasi) narkotika sekilas tampak seperti negara
meregulasi persoalan narkotika, tetapi pelarangan atau kriminalisasi memiliki sifat dasar
yang berbeda dengan regulasi;

Melalui pelarangan buta atau prohibition atau kriminalisasi, negara sesungguhnya
meletakkan narkotika ke tangan pasar gelap. Sebab, dengan suatu aktivitas itu dilarang oleh
negara, maka sindikatlah yang kemudian mengambil alih bagaimana mereka melakukan
penanaman narkotika sampai ke jual beli dan distribusi, hingga bisa digunakan oleh
seseorang. Sebaliknya, dengan diregulasi, negara memastikan bahwa seluruh aspek
penanaman, produksi, hingga penggunaan narkotika berada dalam pengawasannya, baik itu
untuk kepentingan medis dan/atau rekreasional;

Regulasi dalam konteks ini seolah menjadi semacam restu negara bagi warga untuk
menggunakan narkotika secara bebas (posisi amoral). Padahal, bukan itu maksud dan
tujuannya, karena regulasi tidak sama dengan legalisasi atau model supermarket, dimana
seseorang bisa bebas membeli permen di sebuah toko.

Indonesia sendiri sebenarnya dalam hal regulasi narkotika, menerapkan kombinasi metode
preskripsi dan tempat berlisensi dalam hal penyediaan metadon. Hanya pengguna metadon
yang telah mendaftarkan diri dan bergabung dalam program metadon, di bawah
pengawasan dokter, yang dapat mengakses metadon dalam dosis tertentu, di tempat
tertentu yakni pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) tertentu yang telah ditunjuk oleh
pemerintah. Artinya, sebagai sebuah model regulasi, pendekatan semacam itu bukanlah
sesuatu yang asing bagi Indonesia.



Secara umum, Transform Drug Policy Foundations (TDPF) mengidentifikasi lima model
regulasi, yaitu: Preskripsi (Resep), Farmasi (Model Apotik), Penjualan Berlisensi, Tempat
Berlisensi dan Tempat Tidak Berlisensi (Supermarket);

Dalam penelitian ini, rekomendasi tidak disusun dengan menggunakan cara pandang
bertahap (sequential) dengan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang, mengingat
perubahan ini semua bisa berlangsung paralel dan ada yang banyak beririsan dalam jangka
pendek. Meminjam istilah hukum HAM, perubahan kebijakan ini bisa bersifat ‘progressive
realization’ atau perwujudan yang dilakukan secara bertahap. Namun ada pula rekomendasi
yang bersifat immediate atau bisa segera dilakukan tanpa perlu tahapan-tahapan tertentu,
misalnya sikap non-diskriminasi;

Rekomendasi dalam penelitian ini disusun beranjak dari sebuah visi perubahan akan
kebijakan narkotika Indonesia ke depan, berikut dengan turunan area perubahan yang
merespon permasalahan dasar yang kami temui dalam studi ini. Rekomendasi ini dapat
menjadi langkah awal merespon perubahan UU Narkotika yang masuk dalam daftar program
legislasi nasional prioritas 2021. Rekomendasi yang disusun sebagai berikut:

Visi Perubahan:
Negara mengelola narkotika untuk kepentingan publik dengan berbasis pada bukti, berdasarkan
pada standar hak asasi manusia internasional, kepentingan kesehatan, dan bersifat non-punitif.

Permasalahan Dasar: Area Perubahan (tanda-tanda perubahan):

1.

Negara meletakkan pemidanaan|1.1. Perubahan total UU Narkotika, dan segala
sebagai pendekatan pertama dan | turunan peraturan perundang-undangannya, dengan
utama dalam mengelola narkotika. | menggunakan lensa kesehatan dan non-penal.

1.2. Peningkatan anggaran secara signifikan terhadap
penyediaan layanan kesehatan dan dukungan
psikososial bagi pengguna narkotika.

1.3. Pengarusutamaan kebijakan yang bersifat non-
stigma dan humanisasi terhadap pengguna
narkotika.

Negara menempatkan pengguna|2.1. Penyediaan dukungan layanan kesehatan,
narkotika ke sistem pemenjaraan perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi medis dan
sosial, yang bersifat sukarela, individual, dan tidak
selalu mengedepankan pendekatan rawat inap.

2.2. Perumusan ulang delik terkait pengguna
narkotika: dekriminalisasi penggunaan narkotika
pribadi dan pembelian, penguasaan, pemilikan
narkotika untuk kepentingan konsumsi pribadi.
Pengguna narkotika yang berhadapan hukum
dialihkan ke jalur kesehatan (non-pidana).




2.3. Penghapusan pidana minimum khusus dalam UU
Narkotika 2009.

2.4. Mekanisme peradilan pidana yang mampu
menyaring/ melakukan penilaian berbasis kesehatan
untuk mengkualifikasikan pengguna narkotika,
termasuk merancang ulang keberadaan Tim
Asesmen Terpadu.

Negara tidak memanfaatkan
narkotika dengan berbasis bukti
ilmiah

3.1. Pemanfaatan narkotika yang luas dan teregulasi
dengan ketat untuk kepentingan medis dan layanan
dampak buruk narkotika.

3.2. Pemanfaatan narkotika untuk kepentingan
penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam narasi perang terhadap
narkotika, kebijakan narkotika
bersifat diskriminatif

4.1. Perumusan ulang rumusan delik pidana
narkotika yang mampu menggali tujuan penguasaan
narkotika dengan melihat pada unsur niat dan
kesengajaan.

4.2. Penghapusan pidana mati karena pidana mati (a)
tidak terbukti efektif menurunkan tingkat peredaran
gelap narkotika; (b) menyasar kurir di tingkat paling
bawah dalam rantai sindikat, dan perempuan yang
tereksploitasi dalam peredaran gelap; serta (c)
menutup ruang kerja sama internasional dalam
upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.
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1.1. Latar Belakang

Saat ini sistem peradilan pidana Indonesia berhadapan dengan permasalahan kronis perihal
berlebihnya jumlah penghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di
hampir seluruh Indonesia (biasa disebut dengan istilah overcrowding). Hingga Maret 2020 (sebelum
pengeluaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) besar-besaran karena pandemi COVID-19),
tercatat hanya tiga dari 523 wilayah Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tidak
mengalami overcrowding yaitu, D.l. Yogyakarta, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat (Sistem Database
Pemasyarakatan (SDP), 2020). Kenaikan jumlah penghuni rutan dan lapas ini tidaklah terjadi secara
tiba-tiba. Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam SDP, tren ini telah secara konsisten terjadi di
berbagai unit pemasyarakatan di Indonesia selama sembilan tahun terakhir.

Sekalipun jumlah WBP dalam rutan/lapas meningkat terus, namun tidak serta merta menandakan
naiknya angka kejahatan di Indonesia. Sebab, menariknya, tren kejahatan di Indonesia justru
cenderung stabil dari waktu ke waktu. Secara umum, berdasarkan statistik kriminal Badan Pusat
Statistik (BPS) sejak 2008 sampai dengan 2017, jenis-jenis kejahatan yang dikategorikan ‘menonjol’
menunjukkan tren stabil bahkan mengalami penurunan. Yakni kejahatan pencurian dengan
pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan (BPS,
2018). Sedangkan kejahatan yang pertumbuhannya melesat secara signifikan pada tahun 2014-
2016 (mencapai dua kali lipat) hanyalah perkara narkotika (BPS, 2017). Peningkatan jumlah perkara
narkotika yang diselesaikan dalam sistem peradilan pidana telah membawa 44.922 orang pengguna
narkotika ke penjara (berdasarkan SDP, per Maret 2020).

Berdasarkan data Pemasyarakatan di atas, kenaikan jumlah penghuni lapas yang signifikan, terjadi
karena peningkatan jumlah perkara narkotika. Sebagai komparasi, berikut grafik jumlah penghuni
lapas.

Jumlah Penghuni Lapas dalam Perkara Narkotika
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Grafik 1.1. Jumlah Penghuni Lapas dalam Perkara Narkotika



Sebagaimana dapat dilihat dalam grafik di atas, meningkatnya jumlah WBP narkotika bersifat lintas
rezim dan terjadi jauh sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi
mengamplifikasi masalah yang telah menumpuk itu melalui deklarasi politik war on drugs-nya di
Desember 2014, dan membawanya pada titik krusial dengan penerapan eksekusi mati. Di dua tahun
kepemimpinannya, Jokowi melaksanakan tiga gelombang eksekusi pidana mati, pada Januari 2015,
Maret 2015, dan Juli 2016, secara total telah mengeksekusi 18 terpidana mati yang semuanya
berasal dari tindak pidana narkotika (Kontan.co.id, 2014). Pada pemerintahan ini pun, Jokowi
menyatakan bahwa semua permohonan grasi terpidana dari tindak pidana narkotika akan ditolak
(CNN Indonesia, 2014). Kebijakan keras terhadap persoalan narkotika yang seolah bersifat sapu
jagad ini juga berdampak pada pengguna narkotika seperti misalnya penahanan dan pemenjaraan
yang terus meningkat frekuensinya.

Deklarasi perang terhadap narkotika juga memberikan kecenderungan dalam peningkatan
anggaran penyelenggaraan kebijakan narkotika, terutama pada anggaran dengan pendekatan
keamanan. Anggaran negara yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 2005
hingga 2015 terus mengalami peningkatan, pada 2005 berjumlah Rp219.463.800.000 sedangkan
pada 2015 mencapai Rp 1.146.945.779.480 (peningkatan mencapai 423%) (Handoyo &
Atmosukarto: Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, him. 21). Namun selama kurun waktu tersebut,
jumlah penduduk yang ‘coba-coba’ konsumsi narkotika tetap meningkat: 800 ribuan (2008); 1.15
juta (2011); 1.62 juta (2014); dan 1.90 juta (2017) (Rumah Cemara: 2018, him. 4). Pun untuk
anggaran 2021, BNN diketahui mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 234 Milyar.,
(kompas.com, 2020).

Dalam rapat dengar pendapat Komisi Il Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan BNN, dilaporkan
ada peningkatan sebesar 0,03% peredaran narkotika pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya
(Tirto.id, 2019), di mana lebih kurang terdapat 3,6 juta orang menggunakan narkotika di Indonesia.
Angka prevalensi pengguna narkotika dari tahun ke tahun menurut BNN juga mengalami kenaikan.
Dalam tataran yang lebih besar yaitu tentang residivisme, sampai dengan tahun 2020, terdapat
27.643 WBP yang merupakan pelaku pengulangan tindak pidana dari jumlah keseluruhan 271.434
WBP atau sekitar 10.18%. Dua jenis kejahatan tertinggi yang dilakukan oleh orang yang mengulang
tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan narkotika dan pencurian (Sudaryono, 2020).
Setidaknya secara sekilas, fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa pemenjaraan dalam skala masif
dan kebijakan yang cenderung menitikberatkan pada pemberantasan, tidak berdampak terhadap
upaya mencegah seseorang untuk tidak menggunakan narkotika.

Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika 2009) telah
mengatur upaya penjaminan rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkotika dan secara
eksplisit disebut dalam Pasal 4 huruf d2. Ketentuan Pasal 4 huruf d inilah yang membedakan UU
Narkotika 2009 dengan UU Narkotika sebelumnya.? Secara lebih detail, UU Narkotika 2009 memuat
ketentuan khusus mengenai rehabilitasi, yaitu dalam Pasal 54 yang menjelaskan pecandu narkotika
dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Juga Pasal
103 yang menyebutkan bahwa hakim dapat memutus dan menetapkan rehabilitasi bagi pecandu
narkotika. Sekalipun menyediakan jaminan rehabilitasi—itu pun bersifat wajib—bila dilihat dari
kacamata hak asasi manusia bukanlah konsep rehabilitasi yang ideal, sebab kebijakan narkotika

2 pasal 4 huruf d UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tujuan UU Narkotika untuk:
“menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”
3 Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tujuan UU Narkotika untuk: a. menjamin
ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan, c. memberantas peredaran gelap narkotika.
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Indonesia masih mengatur pemidanaan bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. Pasal tentang
penguasaan, kepemilikan, dan jual beli narkotika dengan rumusan yang sangat Kkaret,
memungkinkan penegak hukum menjerat semua bentuk penggunaan narkotika dengan tuduhan
“memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” atau “menyediakan” narkotika ataupun unsur “membeli”
dan “menerima” narkotika. Sebab, pengguna dan pecandu narkotika pasti terikat perbuatan
“menyimpan”, “memiliki”, “menguasai” ataupun “membeli” narkotika. Pasal karet tersebut
memuat ancaman pidana penjara bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Berdasarkan data
BNN, sepanjang 2018, jumlah pasien rehabilitasi secara nasional yang dilakukan Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) dan BNN hanya berjumlah 2.921 pasien (2019). Jumlah ini terbilang kecil jika
dibandingkan dengan tersangka narkotika total yang ditangani oleh Polri dan BNN, yaitu mencapai

59.533 orang (0,05%).

1. Penelusuran lebih jauh menunjukkan bahwa pemenuhan jaminan rehabilitasi bagi pengguna
dan pecandu narkotika justru sulit untuk diterapkan oleh aparat penegak hukum karena
syarat-syarat dan langkah administrasi yang rumit. Misalnya dalam Peraturan Bersama?,
syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pengguna narkotika untuk mendapat
pemeriksaan kondisi ketergantungannya, antara lain: Permohonan asesmen yang harus
dibuat maksimal enam hari setelah penangkapan sesuai dengan Perka BNN No. 11 tahun
2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi ;

2. Permohonan harus menyertakan dokumen, paling tidak Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

3. Tes urin harus berdasarkan hasil laboratorium yang memakan waktu tiga hari untuk selesai,
padahal proses asesmen hanya dapat dilakukan dengan total enam hari,

4. Permohonan asesmen pada praktiknya harus ditandatangani oleh Kapolres (Ramadhan,
2018).

Alhasil, jelas lebih mudah bagi penyidik untuk menyangkakan pasal tentang “memiliki”,
“menyimpan”, dan “menguasai”, terhadap seorang pengguna dan pecandu narkotika.

Pasal karet di atas pun memuat ancaman pidana yang lebih tinggi dari pasal tentang
penyalahgunaan yang memungkinkan aparat penegak hukum lebih mudah melakukan penahanan.
Dalam tataran penuntutan pun, ancaman pidana yang lebih tinggi selalu dimuat sebagai dakwaan
yang lebih utama. Keberadaan pasal karet juga mempersulit pemenuhan jaminan rehabilitasi dan
seperti membebani aparat penegak hukum sehingga justru dijadikan sebagai ‘ladang’ transaksi
ilegal jual beli pasal, yang bahkan sudah diamini oleh aparat kepolisian (Tribunnews.com, 2013).

Kedudukan pasal karet yang menjadi celah korupsi hukum, tampak berfungsi sebagai insentif ilegal
bagi aparat penegak hukum, yakni kecenderungan untuk menggunakan pasal yang akan mengirim
pengguna dan pecandu narkotika ke lapas, dibandingkan menerapkan pasal yang dapat
menghasilkan vonis rehabilitasi. Terlebih lagi, kebijakan perang terhadap narkotika yang

4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor 01/PB/MA/I11/2014,
Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun
2014, Nomor PERBER/01/111/2014/BNN (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan

pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika.
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pemerintah sering gaungkan menjadi semacam lampu hijau bagi penegak hukum untuk terus
mempraktikkan ketentuan yang punitif.

Kebijakan keras terhadap masalah narkotika erat kaitannya dengan konsep overkriminalisasi yang
dikenal dalam diskursus hukum pidana. Hukum pidana sering diasumsikan sebagai jenis hukum yang
dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan sosial yang mengemuka di masyarakat,
termasuk dalam hal ini masalah penggunaan narkotika. Dengan mendasarkan pada kekuatan efek
jera yang dimiliki hukum pidana, perumus kebijakan seolah percaya bahwa keteraturan sosial bisa
dicapai melalui intensifikasi sarana-sarana penal tersebut. Padahal, hukum pidana memiliki batasan
yang harus diperhatikan, Douglas Husak memandang bahwa ketika sebuah negara memiliki terlalu
banyak kejahatan (overkriminalisasi, yang pada dasarnya adalah menjadikan banyak perbuatan
sebagai tindak pidana), ia akan melahirkan banyak penghukuman. Pada akhirnya, ketika jumlah
tindak pidana dan penghukuman begitu banyak, penegakan hukumnya pun semakin tidak masuk
akal untuk dijalankan. Menurutnya, hukum pidana tetap harus ditempatkan kembali ke tempat
semula sebagai upaya terakhir atau u/tima ratio (Husak dalam Akbari, 2015).

Munculnya banyak kebijakan pidana merupakan upaya negara untuk menyelesaikan masalah
kejahatan. Namun, pada kenyataannya, hal-hal tersebut tak lebih dari sekedar kebijakan simbolik
yang tidak berhasil diimplementasikan dengan baik, mengingat hukum pidana selalu dikedepankan
untuk setiap permasalahan sosial. Penggunaan hukum pidana secara terus menerus untuk
merespon masalah-masalah sosial tersebut justru menyingkap kelemahan dan ketidakmampuan
negara untuk menyelesaikan masalah kriminalitas di yurisdiksinya (Garland, 1996).

Dalam kerangka kebijakan internasional terkait dengan pengendalian terhadap narkotika sekalipun,
konsep kontrol negara dengan cara-cara yang positif dan aktif—tidak hanya tentang kriminalisasi—
sebenarnya telah diperkenalkan. Pasal 36 Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Pasal 3 dan 22
Konvensi Psikotropika 1971 sama sekali tidak menyebutkan bahwa negara-negara wajib untuk
mengatur penggunaan dan kepemilikan narkotika sebagai tindak pidana. Kedua konvensi tersebut
menyatakan upaya kontrol ketat narkotika oleh negara dimungkinkan dengan mekanisme
administrasi. Pada perkembangannya, soal penguasaan dan kepemilikan narkotika adalah mengenai
aspek administrasi dimana negara mengontrol peredaran narkotika dengan memastikan
pendekatan kesehatan yang digunakan, menyediakan akses obat, dan menjamin keamanan akses
obat tersebut (Global Commission on Drug Policy, 2014).

Di tataran praktik, dampak dari penerapan pemidanaan yang eksesif itu sepertinya membawa
beban berat pada negara dan menimbulkan ongkos besar—baik finansial maupun non-finansial—
terhadap permasalahan sistem peradilan pidana, karena praktis segala sumber daya negara di
sistem peradilan pidana dikerahkan untuk tujuan pemidanaan itu. Jumlah kasus penggunaan
narkotika yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana melonjak, dan menjadi beban tersendiri,
baik dalam penganggaran maupun alokasi sumber daya termasuk fokus kerja sistem (Mahkamah
Agung (MA), 2020). Tak hanya dalam sistem, lonjakan jumlah pengguna narkotika yang dikirim ke
lapas (SDP, 2020) juga berdampak pada rapuhnya keamanan lapas sehingga kapasitasnya dalam
menjalankan fungsi pembinaan pemasyarakatan menjadi kurang optimal (Medcom.id, 2019).

Persoalan overcrowding lapas—terutama karena tindak pidana narkotika melahirkan sejumlah
persoalan yang bersifat lintas sektor dan multi-dimensi: setidaknya dapat dibagi ke dalam tiga
kelompok. Pertama, terhadap institusi lapas (mencakup pula manajemen/pengelolaan dan
pelayanan), antara lain: terciptanya pasar peredaran gelap narkotika dalam lapas, maraknya praktik
korupsi dan pungutan liar (pungli) dalam lapas, serta memburuknya sanitasi serta higienitas lapas.
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Kedua, terhadap WBP, antara lain: tidak berkualitasnya hidup dan kesehatan jiwa WBP, rentan
terjadinya perkelahian antar WBP atau ketegangan dengan petugas lapas. Belum lagi persoalan
yang spesifik menyasar kepada WBP perempuan dan/atau anak, seperti kekerasan seksual dari
aparat dan sulitnya akses bantuan hukum yang sensitif gender. Selain itu, kepada keluarga WBP di
mana muncul beban ekonomi berganda karena di satu sisi harus kehilangan sumber utama nafkah,
serta di sisi lain harus menyediakan dukungan keuangan bagi anggota keluarga yang menjalani
penahanan/pemenjaraan. Ketiga, terhadap petugas lapas sendiri, antara lain: ketahanan petugas
pada korupsi menurun, stress atau demotivasi berkepanjangan, juga dampak tekanan pada
performa kinerja ketika terjadi insiden dalam lapas yang sering mendapat sorotan dari
publik/media.

Berangkat dari uraian di atas, urgensi melakukan reformasi kebijakan narkotika di Indonesia sebagai
langkah awal untuk mendukung reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia menemukan
relevansinya. Pemerintah seyogianya menyusun dan menerapkan tata kelola narkotika yang efektif,
komprehensif, terukur, serta berkelanjutan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme kontrol
yang jelas terhadap permasalahan narkotika, bukan dengan narasi penghukuman vyang
menumbuhsuburkan pasar gelap, ataupun legalisasi tanpa kontrol. Kajian ini akan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan narkotika saat ini dengan melihat aspek ekonomi dan politik sebagai
pembentuk ‘aturan main’ (rules of the game), pola kepentingan, dan praktik yang ada saat ini (ICJR,
2015). Sejurus dengan itu, evaluasi ini akan menelisik faktor pendorong penghukuman penjara
diberlakukan secara masif pada pengguna narkotika dalam tataran norma dan praktik. Pengkajian
ini mengidentifikasi faktor struktural dan kelembagaan formal maupun informal, faktor hubungan
para aktor berbasis pada kepentingan serta gabungan keduanya (Domingo Denney, 2013) tentang
mengapa pemenjaraan lebih sering digunakan. Namun, sebagai catatan keterbatasan kajian,
penelitian ini hanya akan mengidentifikasi faktor pendorong penggunaan penjara pada pengguna
narkotika dan kebijakan punitif narkotika keseluruhan, namun tidak untuk menganalisis
perbandingan biaya antara penerapan kebijakan punitif dengan kebijakan rehabilitasi.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Apa hasil evaluasi atas kebijakan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana rekomendasi dalam tata kelola untuk penggunaan narkotika sesuai dengan
fungsi negara untuk mengontrol narkotika di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan narkotika di Indonesia.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi terkait tata kelola untuk penggunaan narkotika di
Indonesia

1.4. Metodologi dan Ruang Lingkup Penelitian

a. Metodologi

Secara umum, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan
pendekatan deskriptif dan sosio-legal. Penelitian ini melakukan kajian terhadap kerangka normatif
tentang aturan yang berlaku mengenai kebijakan narkotika di Indonesia, juga mengkaji praktik
kebijakan narkotika untuk mengidentifikasi faktor pendorong penggunaan pemenjaraan dalam
perkara narkotika. Pengkajian mengenai implementasi kebijakan dengan melihat pada praktik
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penegakan hukum di beberapa kasus narkotika, termasuk yang tercermin dalam sejumlah putusan
pengadilan. Serta kajian kepustakaan untuk membandingkan konsep dan praktik kebijakan
narkotika yang diselenggarakan di Indonesia dengan praktik di beberapa negara.

Untuk dokumen yang digunakan di dalam penelitian ini, di antaranya adalah buku, jurnal, dan
artikel-artikel yang membahas mengenai reformasi kebijakan narkotika. Selain itu, penelitian ini
juga akan mengkaji peraturan perundang-undangan pidana di tingkat nasional, serta instrumen
hukum internasional yang berkenaan dengan kebijakan narkotika.

Setelah merampungkan zero draft (draft 0) berdasarkan desk review dan pertemuan antar peneliti
secara berkala, penelitian ini kemudian menyertakan proses peer review. Peneliti memaparkan
draft 0 di diskusi peer review, yang dihadiri oleh oleh dua orang ahli (akademisi) yang berasal dari
bidang kriminologi dan hukum pidana serta kaitannya dengan hak asasi manusia. Pada tahap ini
juga, 11 orang perwakilan dari 9 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi
reformasi kebijakan narkotika di Indonesia, yaitu Rumah Cemara, Perkumpulan PEKA, IJRS, AKSI
Keadilan, LBH Masyarakat, PPH Unika Atma Jaya, Yayasan Sativa Nusantara, PBHI dan PKNI, turut
meninjau dan menyediakan catatannya. Tahap ini menghasilkan draft 1.

Pada tahap berikut, peneliti mempresentasikan draft 1 di diskusi tertutup dengan ahli (expert
meeting). Dua orang praktisi hukum yang merupakan pemangku kepentingan pelaksanaan
kebijakan narkotika dan dua orang akademisi dengan bidang keilmuan hukum pidana menghadiri
pertemuan ini dan membagikan tanggapannya. Dua orang praktisi hukum tersebut adalah Panitera
Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Rl dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2015-2016 yang
juga merupakan Kepala BNN 2012-2015. Pasca pertemuan ini, peneliti merampungkan draft akhir,
setelah melalui serangkaian diskusi internal di antara peneliti.

b. Ruang Lingkup

Tulisan ini tidak berpretensi menjadi sebuah karya ilmiah dengan menggunakan standar akademik
yang ketat dan berlaku baku atau universal di lingkungan akademik guna kepentingan publikasi
ilmiah (artikel jurnal ataupun manuskrip akademik), termasuk juga tidak bertujuan untuk menguiji
suatu fenomena masalah menggunakan kerangka teoritis tertentu. Peneliti menyusun tulisan ini
sebagai sebuah kajian kebijakan dengan tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Tulisan ini tidak
semata mengulas beberapa permasalahan hukum dan kebijakan narkotika Indonesia, melainkan
berupaya untuk menyajikan sejumlah rekomendasi kunci (yang disampaikan secara garis besar)
untuk perubahan kebijakan narkotika yang lebih baik, agar tata kelola narkotika Indonesia berjalan
lebih efektif. Tulisan ini hendak menyajikan model alternatif tata kelola narkotika yang sudah ada
dan berjalan lebih efektif—dengan segala kelebihan dan kekurangannya—di berbagai negara,
dengan maksud agar percakapan terkait kebijakan narkotika bisa lebih terbuka dengan beragam
opsi yang bisa Indonesia tempuh.

Wala